BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)  KABUPATEN BANTUL TAHUN 2004-2009
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa tugas penghormatan , pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asazi Manusia terutama merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah baik Pusat maupun Daerah , dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat ;
b. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asazi Manusia perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan dictum KEEMPAT Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asazi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bupati Bantul Nomor W.22-230-PR.09.05 Tahun 2005 dan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional  Hak Asazi Manusia (RANHAM)  Kabupaten Bantul Tahun 2004-2009 perlu ditetapkan program prioritas Hak Asazi Manusia Kabupaten Bantul;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Nasional   Hak Asazi Manusia (RANHAM) Kabupaten Bantul Tahun 2004-2009.



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asazi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional   Hak Asazi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;

9. Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor M.108-PR.09.05 Tahun 2004 dan Nomor 30/PAN/2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional   Hak Asazi Manusia (RANHAM) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2009;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asazi Manusia propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2004-2009;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul;

14. Keputusan bersama Kepala KAntor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asazi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bupati Bantul Nomor W.22-230-PR.09.05 Tahun 2005 dan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan PAnitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional   Hak Asazi Manusia (RANHAM) Kabupaten Bantul Tahun 2004-2009;



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan :
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)  KABUPATEN BANTUL TAHUN 2004-2009




Pasal 1
(1) Rencana Aksi Nasional   Hak Asazi Manusia Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RANHAM Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asazi Manusia di Kabupaten Bantul dengan mempertimnangkan nilai-nilai agama, adapt istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) RANHAM Kabupaten Bantul Tahun 2004-2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran  Peraturan Bupati ini.

(3) RANHAM Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program lima tahunan.

Pasal 2

(1) Untuk melaksanakan RANHAM Kabupaten Bantul dibentuk suatu Panitia Pelaksana Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bantul dan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional   Hak Asazi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2) Panitia Pelaksana Daerah bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan RANHAM Kabupaten Bantul yang mencakup :
a. Pembentukan dan penguatan Institusi pelaksana RANHAM di Kabupaten Bantul;

b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

c.    Diseminasi dan Pendidikan Hak Asazi Manusia di Kabupaten Bantul;

d. Penerapan Norma dan standar Hak Asazi Manusia;

e. Pemantauan , evaluasi dan pelaporan.

(3) 
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana Daerah dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 3
(1) Demi terwujudnya efektifitas pelaksanaan tugas , Panitia Pelaksana Daerah membentuk kelompok kerja (POKJA) sesuai kebutuhan.
(2) Susunan , tugas dan fungsi POKJA sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Daerah.

Pasal 4
(1)
Segala yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

(2)
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga non pemerintah dibebankan pada masing-masing instansi atau lembaga.

Pasal 5

(1)
Panitia Pelaksana Daerah berkewajiban membuat laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan hasil kegaitan tersebut tsetiap  tahun kepada Bupati Bantul dan Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2)
POKJA Panitia Pelaksana Daerah menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada Ketua Panitia Pelaksana Daerah.

(3)
Laporan Panitia Pelaksana Daerah harus dipublikaskan sebagai wujud asan akuntabilitas public.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, diperintahkan untuk memuat pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 Februari 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor    10  Tahun 2007
Tanggal   12 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490 017 858

